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Kasus perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal penting untuk 
ditinjau karena sering menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, terutama 
pada kasus pra penempatan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku, karena pra 
perekrutan yang tidak sesuai prosedur akan mengakibatkan masalah baru pada saat 
bekerja di luar negeri maupun pada saat pemulangan ke daerah asal. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan 
ketentuan pidana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dalam 
hukum pidana di Indonesia. (2) Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana 
penempatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal dalam putusan Pengadilan 
Negeri Brebes Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN.Bbs. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan wawancara, 
metode analisis data kualitatif, pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, 
wawancara, data literatur, kemudian disusun menghasilkan data deskriptif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan pidana penempatan 
pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur secara khusus dalam Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu pada 
BAB IX dalam Pasal 79 – 86 dan Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap 
terdakwa dengan melihat fakta-fakta,keterangan saksi dan bukti dipersidangan, 
dinilai sudah memenuhi Pasal 86 huruf b Jo Pasal 72 huruf b Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Yaitu dengan pemidanan terhadap terdakwa 
dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan di Lembaga 
Pemasyarakatan Wanita di Semarang. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
 







Cases of illegal recruitment of Indonesian migrant workers are 
important to review because they often cause quite complex problems, especially in 
cases of pre-placement that do not comply with applicable procedures, because 
pre-recruitment that is not in accordance with procedures will result in new 
problems when working abroad or at the time of repatriation to the region of origin. 
This study aims to: (1) To review and describe the criminal provisions of 
the placement of Indonesian migrant workers abroad in criminal law 
in Indonesia. (2) To review and describe criminal responsibility for the 
perpetrators of participating in the criminal act of placing prospective Indonesian 
migrant workers illegally in the decision of the Brebes District Court Number 3 
/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. 
This type of research is library, normative approach, data collection 
techniques through literature study and interviews. Qualitative data analysis 
methods,deep processing of data from observations, interviews, literature data, 
then compiled to produce descriptive data. 
The results of this study showed that the criminal provisions for placing 
Indonesian migrant workers abroad are specifically regulated in Law Number 18 
of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, namely in 
CHAPTER IX in Articles 79 - 86 and Forms of criminal liability against the accused 
by looking at the facts, witness statements and evidence in court, are deemed to 
have complied with Article 86 letter b Jo Article 72 letter b Law of the Republic of 
Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant 
Workers Jo. Article 55 Paragraph (1) KUHP. Namely the conviction of the 
defendant with a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. 200,000,000, - 
(two hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced by 
imprisonment for 2 (two) months in the Institution. Women's Prison in Semarang. 
Based on the results of this research is expected to be a material of 
information and input for students, academics, practitioners and all parties in need 
within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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Sungguh kalian kelak akan dimintai tanggungjawab tentang apa 
saja yang kalian lakukan di dunia. 
(An-Nahl, 16: 93) 
 
Hiduplah semaumu, tapi ingat, kau akan mati. 
Cintailah apa yang kamu cintai, namun ingat kau pasti akan 
berpisah dengan nya, Dan silahkan berbuat sesuka hatimu, dan 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum dimana hak untuk mendapatkan 
pekerjaan bagi setiap warga negara sudah dijamin oleh konstitusi. 
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi  “Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Sehingga menjadi konsekuensi nyata bagi sebuah negara dalam hal ini 
pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan akan 
pekerjaan bagi setiap warga negara yang mau dan mampu bekerja. 
Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak ke 
empat di dunia yaitu dengan jumlah sekitar 268.074.600 penduduk, di bawah 
China, India dan Amerika.1 Sejalan dengan keadaan demografi tersebut 
menimbulkan beberapa masalah ketenagakerjaan diantaranya kebutuhan akan 
angkatan kerja akan semakin banyak dibanding kesempatan kerja yang ada, 
sehingga banyak terjadi pengangguran di mana-mana. Masalah mengenai 
ketimpangan pasar tenaga kerja yang menjadikan kesempatan kerja yang 
terbatas di Indonesia menjadi alasan mengapa para pencari kerja lebih memilih 
                                                             
1 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk 




menjadi pekerja migran asing atau lebih memilih bekerja di luar negeri 
ketimbang di negaranya sendiri. 
Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah 
merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti Undang -
Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Kemudian disusul dengan 
penetapan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menunjuk Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang 
sekarang bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI). Badan tersebut dibentuk sebagai bukti komitmen 
pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap 
Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-
Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). 
Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja 
Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di 
luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / Kota yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 1 UU No 18 




Program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri 
merupakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam 
mengatasi masalah pengangguran. Dengan adanya program penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga memberikan manfaat yang besar yaitu 
mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima), 
mendorong pengalaman kerja dan transfer teknologi, serta meningkatkan 
neraca pembayaran negara (devisa). Keuntungan lainnya adalah kesejahteraan 
keluarga Pekerja Migran Indonesia dapat ditingkatkan melalui gaji yang 
mereka terima atau yang biasa disebut remitansi.2 
Berdasarkan data statistik dari Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) jumlah total Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhitung dari 
tahun 2016 - 2019 mencapai 1.057.543 orang.3 Jumlah ini sangat besar dan 
terus meningkat setiap tahun. Dibalik tingginya remitansi yang diperoleh 
Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) ke 
luar negeri juga mempunyai efek negatif. Hal ini diketahui dengan adanya 
kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik sebelum, 
selama bekerja, maupun saat pulang ke daerah asal. 4 
Permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar 
negeri masih banyak terjadi dan sering kali menjadi perhatian publik, penulis 
merasa prihatin terhadap kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia 
                                                             
2 Ahmad Erizal, et al, “Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pasca 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia”, Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume I, Nomor 1, Juli, 2020, hlm. 10. 
3 BP2MI (2020), “Data Penempatan dan Perlindungan TKI”, 
https://bp2mi.go.id/statistikpenempatan, diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 09.00. 




baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. 
Misalnya saja permasalahan pada masa pra penempatan banyak terjadi kasus 
perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilakukan oleh 
oknum perseorangan (calo) dan perusahaan illegal yang menempatkan CPMI 
ke luar negeri tidak sesuai prosedur penempatan yang berlaku. Banyak oknum 
perseorangan (Calo) dan perusahaan illegal yang menempatkan CPMI ke luar 
negeri tanpa pelatihan dan dokumen yang resmi. 
Kemudian yang paling menjadi perhatian publik adalah 
permasalahan PMI yang dilanggar Hak Asasi Manusianya ketika sedang 
bekerja di negara penempatan, misalnya adanya kasus penyiksaan, 
pemerkosaan, pelecehan, bahkan pembunuhan menimpa PMI yang dilakukan 
oleh majikannya sendiri.  Pada saat PMI akan di pulangkan ke daerah asal juga 
mengalami masalah, misalnya adanya oknum dari perusahaan illegal yang 
mempersulit pemulangan PMI dengan memperpanjang kontrak yang tidak 
sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Permasalahan PMI ini memang cukup kompleks, menurut penulis 
sendiri salah satunya yang paling penting yaitu menyangkut mengenai tahap 
awal pra penempatan atau perekrutan PMI yang tidak sesuai prosedur yang 
berlaku, masalah perekrutan ini penting karena perekrutan yang tidak sesuai 
prosedur akan mengakibatkan masalah baru pada saat bekerja di luar negeri 
maupun pada saat pemulangan ke daerah asal. 
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 18 Tahun 




pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas 
badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang 
menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan 
sendiri”.  Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak terjadi persoalan 
atau masalah yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia 
ke luar negeri yang dilakukan oleh orang perseorangan termasuk calo yang 
tidak sesuai prosedur penempatan CPMI yang berlaku. 
Sebagaimana dalam penelitain ini penulis mengambil salah satu 
contoh kasus mengenai perekrutan PMI yang tidak sesuai prosedur penempatan 
yang terjadi di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh terdakwa Ida Zarodah 
binti Somari pada tahun 2018 yang telah terbukti melakukan tindak pidana 
turut serta menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu 
yang dinyatakan tertutup. Terdakwa Ida Zarodah binti Somari telah terbukti 
dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan menempatkan Wakiah 
binti Turyono ke negara Timur Tengah yang pada saat itu dinyatakan tertutup 
oleh pemerintah karena adanya moratorium. Terdakwa Ida Zarodah binti 
Somari menempatkan Wakiah binti Turyono ke negara Timur Tengah secara 
orang perseorangan atau melibatkan beberapa orang melalui Korporasi bukan 
melalui perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
Berdasarkan uraian diatas Penulis memandang penting dan tertarik 
untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan penempatan dan 
perlindungan hukum pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yang kemudian 




“Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 
Penempatan Calon Pekerja Migran Secara Ilegal. (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Brebes No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat permasalahan yang diuraikan pada latar belakang 
diatas maka penulis menemui beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan 
sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun permasalahan 
yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar 
negeri dalam hukum pidana di Indonesia ? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta 
melakukan tindak pidana penempatan calon pekerja migran Indonesia 
secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
3/Pid.sus/2020/PN.Bbs  ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dasar penulis yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan ketentuan pidana penempatan 
pekerja migran Indonesia ke luar negeri dalam hukum pidana di Indonesia. 
2. Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana penempatan calon 
pekerja migran Indonesia secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri 




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang hukum pada 
umumya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan 
dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan 
tindak pidana penempatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi 
penulis serta sebagai syarat guna memperoleh gelar Kesarjanaan (S1) di 
bidang hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan 
informasi kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat 
dengan penelitian yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan 
literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada 
sebelumnya.5 
Penelitian dengan tema “Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia” banyak dilakukan oleh peneliti lain. untuk memberikan gambaran 
                                                             
5 John W Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan 




posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut 
peneliti ilustrasikan 3 (tiga) penelitian terkait : 
1. Azaria Yasmine, Jurist-Diction Volume 2, Nomor 5, Universitas 
Airlangga (2019) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal” Jurnal ini mengkaji 
mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja 
migran Indonesia ilegal, dimana banyak pekerja migran yang ada di 
Indonesia dapat lolos ke luar negeri secara ilegal dan menimbulkan 
berbagai masalah. mulai dari dokumen yang tidak resmi, pemotongan gaji 
ilegal yang di klaim oleh perusahaan untuk penempatan dan bea jasa, 
masalah deportasi dan banyak perusahaan pengirim pekerja migran di 
Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukan tidak ada 
hubungan kerja antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia 
ilegal dengan pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan, 
melainkan hanya berupa perjanjian penempatan. Terhadap perusahaan 
penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang telah memberangkatkan 
pekerja Indonesia, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi 
pidana.6 
2. Edwin Febryan Lempas, Lex Crimen Volume 8, Nomer 6, 2019 dengan 
judul “Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 
                                                             
6 Azaria Yasmine, “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 




Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri” Jurnal ini mengangkat mengenai permasalahan 
tindak pidana kejahatan menurut ketentuan-ketentuan hukum penempatan 
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan untuk 
mengetahui pemberlakuan sanksi atas tindak pidana kejahatan menurut 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hasil yang 
didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemberlakuan sanksi atas tindak 
pidana kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan tindak 
pidana kejahatan yang dilakukan.7 
3. Rendy, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum 
,Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 dengan judul 
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Turut 
Serta Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Studi 
Direktori Putusan Nomor 135/Pid B/2015/PN.SDA )” Skripsi ini mengkaji 
tentang hukum pidana Islam terhadap hukuman serta penerapan sanksi 
bagi pelaku tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga 
negara Indonesia di luar negeri di Pengadilan Negeri Sidoarjo.8 
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Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan 
diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian 
yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan 
yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, analisis, 
dan kesimpulan.9 
Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian terkait di atas 
dapat terlihat dari objek penelitian, metode penelitian dan lokasi penelitian. 
Objek penelitian yang dijadikan pengamatan oleh Penulis merupakan sebuah 
Putusan Pengadilan Negeri Brebes yaitu Putusan No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. 
dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan “Library Research” yang 
berumber dari data primer dan data sekunder, peneliti menggabungkan gagasan 
yang tertera pada dokumen-dokumen hukum. Kemudian mengkaji aspek 
pertanggungjawaban terhadap pelaku secara deskriptif analisis. Objek 
penelitian yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis merupakan data yang 
sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh penelitian lain. 
Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu di atas, tentu bukan 
dimanfaatkan untuk menjiplak, melainkan meneliti kembali aspek-aspek yang 
disarankan oleh para peneliti dalam penelitian sebelumnya, sehingga peneliti 
selanjutnya bisa memberikan kontribusi teoretik maupun manajerial yang 
berharga, dengan demikian penelitian tersebut terus berkembang. Tanpa sikap 
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priori, Penulis berkesimpulan penelitian yang akan dilakukan belum dilakukan 
oleh peneliti lain. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan 
(Library Research) adalah penelitian yang menggunakan data sekunder 
dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.10 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang 
digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. 
Dalam hal ini, penulis menggunakan putusan hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap kemudian dianalisis oleh penulis dengan 
mengkaitkan norma - norma, peraturan perundang - undangan yang 
berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau 
permasalahan hukum secara Normatif (boleh atau tidak boleh menurut 
hukum yang berlaku).11 Dalam penelitian Normatif ini, hukum yang 
tertulis dikaji dari beberapa aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur 
atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap 
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pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta 
bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan 
pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. 
Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana penempatan calon 
pekerja migran Indonesia secara illegal dalam putusan Pengadilan Negeri 
Brebes No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 
data primer dan data sekunder, yaitu : 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
oleh peneliti.12 Data primer dari penelitian ini diperoleh dari 
wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memutus 
perkara Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2020/Pn.Bbs. 
b. Data Sekunder. 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung atau telah disediakan oleh pihak lain.13 Meliputi : 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang 
mengikat seperti yang termuat di dalam peraturan perundang-
                                                             





undangan, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri 
Brebes No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya: 
buku, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep 
konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, 
ensiklopedia,indeks, dan lain-lain. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu 
suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan Content Analysis.14 Content Analysis (analisis isi) adalah 
sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks.15 
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Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen atau 
bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, 
mengkaji, mempelajari buku-buku hukum, literatur-literatur, peraturan 
Perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya 
guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. Selain itu penulis juga 
melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang 
memberi putusan terhadap terdakwa. Wawancara digunakan untuk 
memperdalam informasi yang diperlukan untuk memperkuat analisis. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu 
pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat.16 
Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam 
bentuk narasi.  Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi 
data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari 
metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan 
kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian. 
                                                             




G. Sistematika Penulisan 
Pada  penulisan skripsi ini  akan disusun ke dalam empat bab dimana 
untuk masing-masing bab akan saling berkaitan. Sistematika penulisan skripsi 
ini diuraikan sebagai berikut : 
Bab I  Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menyajikan landasan teori 
tentang masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Tinjauan Tentang Tindak 
Pidana; Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana; Tinjauan 
Tentang Penyertaan Tindak Pidana; Tinjauan Tentang Pekerja Migran 
Indonesia; Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia Ilegal. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas 
tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Diantaranya berisi 
ketentuan pidana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dalam 
hukum pidana di Indonesia dan  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 
Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penempatan Calon Pekerja Migran 
Indonesia Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
3/Pid.sus/2020/PN.Bbs 
Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan 
kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan dan hipotesis yang 
diajukan sebelumnya, serta saran dari penulis atas hasil penelitian untuk 







A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari 
“Wetboek van Strafrecht” (WvS) menggunakan istilah “strafbaar feit” 
untuk menyebutkan tindak pidana. Tindak pidana sering disinonimkan 
dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin “delictum”, Jerman 
“delict”, Perancis “delit” dan Belanda “delict”. Sedangkan dalam kamus 
hukum delik di definisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 
pidana).17 
Dari istilah strafbaar feit diatas para pembuat undang-undang 
tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan straafbaar feit 
itu sendiri, sehingga untuk menerjemahkan strafbaar feit  ke dalam Bahasa 
Indonesia menimbulkan beberapa perbedaan pendapat dari sarjana atau 
ahli hukum. Istilah strafbaar feit dimaknai oleh para sarjana atau ahli 
hukum sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan 
yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, tindak pidana, dan 
lain sebagainya. 
                                                             




Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa pidana dan sebagainya itu untuk mengalihkan 
bahasa dari istilah asing “strafbaar feit”. Namun belum jelas apakah 
disamping mengalihkan bahasa dari istilah “strafbaar feit” dimaksudkan 
untuk mengalihkan makna dan pengertiannya. Karena kebanyakan ahli 
hukum tidak menjelaskan secara jelas arti istilah tersebut, atau hanya 
sekedar mengubah bahasanya.18  
Menurut penulis sendiri untuk memaknai definisi dari tindak 
pidana lebih condong pada pendapat Erdianto Effendi dalam bukunya 
yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Beliau menerangkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat 
bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi 
berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi 
sanksi pidana atau tidak.19 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana 
apabila perbuatan tersebut telah memenuhi atau mencocoki semua unsur 
yang dirumuskan sebagai tindak pidana.20  Pada umumnya rumusan suatu 
delik berisi bagian inti “bestand delen” suatu delik. Artinya, bagian-
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bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah 
seseorang diancam dengan pidana.21  
Menurut pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana 
dapat dibedakan atas 2 (dua) sudut pandang yakni sudut pandang teoritis 
serta sudut pandang undang-undang. Maksud dari sudut teoritis adalah 
sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin 
pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang merupakan 
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.22 
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana dari Sudut Pandang Teoritis. 
Menurut pendapat Moeljatno, unsur perbuatan pidana di 
klasifikasikan sebagai (1) Kelakuan dan akibat (perbuatan); (2) Hal 
ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) Keadaan 
tambahan yang memberatkan pidana; (4) Unsur melawan hukum yang 
objektif; (5) Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Moeljatno telah memasukan unsur objectif 
onrechtselement  dan subjektif onrechtsement pada point (4) dan (5) 
diatas sebagai unsur perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa untuk 
bisa dijatuhi pidana maka seseorang harus memenuhi kedua unsur 
tersebut baik objektif onrechselement, maupun subjektif 
onrechselement. Tegasnya, kedua unsur melawan hukum tersebut 
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bersifat mutlak. Karena unsur subjektif onrechselement hanya dapat 
diketahui dengan adanya objektif onrechselement. 
Pendapat Moeljatno dalam menyatakan unsur tindak pidana  
diatas telah memadukan antara perbuatan pidana dan    
pertanggungjawaban pidana. Dimana dengan memasukan mengenai 
unsur subjektif onrechselement, pada hakikatnya berbicara mengenai 
sikap batin atau niat atau mensrea pelaku yang merupakan dasar 
pertanggungjawaban pidana.23 
Kemudian ada pendapat dari van Bemmelen dan van 
Hatum, mereka berpendapat bahwa tidak semua unsur yang 
disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak 
ketentuan pidana. Hanya sebagian unsur-unsur tersebut yang 
dijadikan unsur mutlak perbuatan pidana. Dalam terjemahan Bahasa 
Indonesia lebih rinci mereka mengatakan bahwa “Rumusan-rumusan 
delik itu hanyalah fregmen-fregmen yang dipisah-pisahkan dari 
hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain 
daripada hanya skematis saja. Perbuatan-perbuatan konkret yang 
masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan 
perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana. 
Karena rumusan yang fragmentasi dan skematis tadi maka 
didalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ada 
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disana semestinya, karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela 
atau dibenarkan.”24 
Kemudain unsur perbuatan pidana yang lebih sederhana 
dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, mereka 
menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana terdiri dari memenuhi 
unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Pompe juga menyatakan bahwa unsur atau elemen 
delik terdiri dari 3 hal yaitu; melawan hukum, kesalahan yang dapat 
dicela dan dapat dipidana. 
Bila melihat dari unsur atau elemen perbuatan pidana yang 
dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, Sutorius dan Pompe 
maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang memenuhi unsur 
delik identik dengan perbuatan pidana itu sendiri dan unsur dapat 
dicela melahirkan pertanggungjawaban pidana.25 
b. Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-undang 
Unsur-Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang terdiri 
atas unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif menitikberatkan 
pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur 
subjektif menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri 
pelaku, mengenai tingkah laku atau perbuatan.26 
a) Unsur Subjektif 
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1) Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa). 
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). yang berbunyi “Mencoba 
melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri.” 
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian,penipuan,pemerasan,pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). yang berbunyi “Barangsiapa dengan 
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP).  
b) Unsur Objektif 




2) Kausalitas (Sebab-akibat) dari pelaku, misalnya “keadaan 
sebagai seorang pegawai negeri” Didalam kejahtan jabatan 
menurut pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.27 
 
Jadi setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur 
yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur 
subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  
yang  berhubungan  dengan diri  si pelaku, dan  termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. 
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3. Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan-
ketentuan khusus acara pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej mengatakan 
tindak pidana khusus atau delicta propria merupakan tindak pidana yang 
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu.28 
Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang 
menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, 
penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur 
secara khusus dalam undang-undang. Namun secara umum dalam 
ketentuan khusus tersebut, untuk tata cara pelaksanaan pidana tetap 
berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP).  
Berikut merupakan salah satu contoh peraturan yang bersifat 
khusus yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHPidana, yaitu : 
a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia 
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
                                                             




B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaarheid (Belanda) atau criminal responsibility (Inggris). Dalam 
kosa kata Belanda, pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis 
diterjemahkan menjadi teorekeningsvatbaarheid atau dapat dimintakan 
pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan 
dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang 
dilakukan diterjemahkan menjadi teorekenbaarheid atau 
pertanggungjawaban.29 
Berdasarkan pendapat Simon yang dikutip oleh Prof. Eddy O.S 
Hiariej, Simon memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu 
keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut 
pandang umum dan pribadi dianggap patut. Simon menegaskan bahwa 
Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis 
tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya 
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 
sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan 
perbuatan tadi. 
Dari pendapat Simon tersebut, kemudian Prof .O.S Hiariej 
menarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana 
                                                             




adalah 1.) Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2.) hubungan antara 
keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.30 
Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang 
dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau 
terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan 
subyektif, penilaian secara obyektif berhubungan dengan pembuat dengan 
norma hukum yang dilanggarnya.  Pada akhirnya, secara obyektif pembuat 
dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini 
berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai 
moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif 
dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psychologis tertentu 
yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.31 
Kemudian Van Hamel telah memberi ukuran mengenai 
kemampuan bertanggungjawab  yang meliputi tiga hal : Pertama, mampu 
memahami secara sunggung-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, 
mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan 
ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak 
berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah 
satu kemampuan beratnggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang 
dianggp tidak dapat dipertanggungjawabkan.32 
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Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) sendiri untuk merumuskannya secara negatif yaitu 
mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan 
Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai 
pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: 
pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; kedua jiwanya 
terganggu karena penyakit”. Orang dalam keadaan demikian, bila 
melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. 
Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu 
disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih 
muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan 
menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan 
apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat 
psikologis. Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna 
akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang 
mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan 
keadaan ini harus terus menerus. 
2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu sipelaku 




timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat 
menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.33 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberi kesimpulan 
bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang baik 
secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari 
perbuatan yang dilakukannnya sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. 
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Berdasarkan uraian definisi pertanggungjawaban pidana yang 
sudah dibahas sebelumnya, selanjutnya penulis berpendapat bahwa unsur-
unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut: 
a. Kemampuan Bertanggungjawab 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip Amir 
Ilyas, mengatakan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab 
mencakup:  
1.) Keadaan jiwanya :  
- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporai);  
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 
sebagainya); 
                                                             




- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur 
(slaapwandel), mengigau karena demam (koorts) dan nyidam, 
dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar  
2.)  Kemampuan jiwanya : 
- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.34 
 Sedangkan ketentuan kemampuan bertanggungjawaban 
yang diatur dalam KUHP dimaknai secara negatif dalam pasal 44, 
yang meyatakan bahwa semua orang bisa dikatakan tidak mampu 
bertangungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal,yaitu: jiwa yang 
cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu 
bertangungjawab adalah ketidak normalan keadaan batin si pembuat, 
karena cacat jiwa atau ganguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak 
memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak 
karena perbuatannya. 
b. Adanya perbuatan melanggar hukum dalam bentuk Kesalahan 
(Schuld) baik disengaja (Dolus) maupun karena kealpaan (Culpa). 
Selain adanya kemampuan bertanggung jawab pada si 
pembuat, syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai 
                                                             




pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur melawan hukum 
dalam bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan 
kealpaan (culpa).  
a.) Kesengajaan (dolus) 
Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan 
arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori 
penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan 
kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens 
en wetens), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu 
perbuatan dengan sengaja haruslah meghendaki (willens) apa 
yang ia perbuat dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia 
perbuat itu beserta akibatnya. 
Bentuk atau tingkatan kesengajaan ada 3 yakni :  
- Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (opzet als oogmerk)  
- Sengaja insyaf akan kepastian (opzet bij zekerheids of 
noodzakelijk-heids bewustzijn)  
- Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (opzet bij 
moge-lijkheidsbewustzij of voorwaardelijk opzet of dolus 
eventualis)  
Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila 
perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang 




Kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila 
perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah 
yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu 
pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.  
Kesengajaan insyaf akan kemungkinan atau kesengajaan 
bersyarat berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau 
terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya 
kemungkinan akan timbulnya akibat lain.  
Pembuat undang-undang dalam merumuskan unsur 
sengaja dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana menggunakan 
beberapa istilah yakni sengajan (Pasal 281 KUHP), dengan 
sengaja (Pasal 338), mengetahui ada (Pasal 164 KUHP), padahal 
mengetahui (Pasal 204 KUHP), dengan maksud untuk (Pasal 362 
KUHP), yang diketahui bahwa (Pasal 480 KUHP), diketahui 
(Pasal 282 KUHP), mengerti, mengurangi hak secara curang 
(Pasal 397 KUHP), dengan maksudnya yang nyata (Pasal 310 
KUHP). 
b.) Kealpaan (culpa). 
Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi 
menafsirkan kelalaian/kealpaan (culpa) sebagai “kurang 






 Bentuk- Bentuk Kealpaan  
Gradasi bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat 
ditinjau dari dua sudut yaitu:  
a.) Sudut berat ringannya, terdiri dari ;  
(1) Kealpaan berat (culpa lata) : kejahatan karena 
kealpaan/Buku II KUHP 
(2) Kealpaan ringan (culpa levis) : pelanggaran/Buku 
III KUHP. 
b.) Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari :  
(1) Kealpaan disadari (bewuste schuld) 
(2) Kealpaan tidak disadari (onbewuste schuld) 
Kelapaan disadari terjadi apabila pembuat dapat 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya 
suatu akibat yang menyertai perbuatan-nya. Meskipun ia telah 
berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul 
akibat itu, akibat itu timbul juga. 
Kealpaan tidak disadari terjadi apabila pembuat tidak 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya 
suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia 
dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu 
akibat tersebut. 
Pembuat undang-undang dalam merumuskan unsur 




menggunakan beberapa istilah yakni karena kesalahannya (Pasal 
181, 191 ter, 359, 360 KUHP), kekurang hati-hatian (Pasal 231 
ayat (4)), patut disangka (Pasal 283, 418 KUHP), ada alasan kuat 
baginya untuk menduga (Pasal 111 bis ayat 3, 282 ayat 2 
KUHP).35 
c. Alasan Penghapus Pidana 
Unsur terakhir didalam pertanggungjawaban adalah tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapus pidana 
(strafuitsluitingsgronden) adalah alasan-alasan yang memungkinkan 
seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah 
memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Dasar atau alasan 
penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yakni  
(a) Alasan pembenar. 
Alasan pembenar bersifat menghapuskan sifat melawan 
hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai 
dilarang. Karena sifat melawan hukum dihapuskan, maka 
perbuatan yang semula melawan hukumnya dihapuskan, maka 
perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat 
dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.36 
Yang termasuk alasan pembenar yang terdapat di dalam 
KUHP yaitu :Keadaan darurat (pasal 48 KUHP), Pembelaan 
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terpaksa/Nodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP), Menjalankan 
peraturan perundang-undangan (pasal 50 KUHP), Menjalankan 
pemerintahan yang sah (Pasal 51 ayat 1)  
(b) Alasan pemaaf, 
Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan 
kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat 
melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena 
padanya tidak ada kesalahan. Alasan ini menyangkut keadaan diri 
pribadi si pembuat tidak dapat dicela atau tidak dapat 
dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan 
perkataan lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si 
pembuat. 
Yang termasuk alasan pemaaf, adalah: Tidak mampu 
bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa/overmatch 
(Pasal 48 KUHP),Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 
ayat 2), Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 
ayat 2).37 
Dari penjelasan tersebut diatas dapat simpulkan bahwa 
ketentuan yang mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun 
kealpaan dalam hal untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana 
harus dibuktikan di pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang 
melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan 
                                                             




tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun 
atau kealpaan juga harus dibuktikan.38  
Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas 
dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur 
pertanggung jawaban pidana itu sendiri, sebab apabila unsur-unsur 
tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban dengan sebagaimana mestinya. 
C. Tinjauan Tentang Penyertaan Tindak Pidana 
1. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 
Penyertaan atau Deelneming berasal dari kata deelnemen 
(Belanda), deelnemen artinya “ikut mengambil bagian”, sedangkan 
deelneming diartikan sebagai “pengambilan bagian”.39 Penyertaan atau 
Deelneming atau complicity dalam beberapa literatur, disamakan dengan 
istilah “Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh 
Tresna, “Turut Berbuat Delik” yang digunakan oleh Karni dan “Turut 
serta” istilah yang digunakan oleh Utrecht.40 
 S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah 
penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak 
pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian 
untuk mewujudkan suatu tindak pidana.41 
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KUHP sendiri tidak memberikan pengertian tentang penyertaan 
(deelneming), yang ada hanyalah bentuk bentuk penyertaan baik sebagai 
pembuat (dader) maupun sebagai pembantu (medeplichtige). Terkait 
penyertaan tindak pidana, dalam sitematika KUHP diatur dalam pasal 55 
sampai dengan pasal 62. Akan tetapi, pada subbab ini, pembahasan 
difokuskann pada pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut, 
siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. 
Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP mengartur : “ Dipidana sebagai 
pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan yang 
menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka 
yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan”. Pasal 56 KUHP: “ Dipidana sebagai pembantu suatu 
kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan yang dilakukan. Ke-2. Mereka yang sengaja memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. 
Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku yakni : 1) Pleger atau 
pelaku; 2) Doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan; 3) 
Medepleger atau orang yang turut serta; dan 4) Uitloker atau orang yang 




Pembantu pada saat kejahatan dilakukan: dan 2) Pembantu sebelum 
kejahatan dilakukan.42 
Penyertaan dipandang sebagai strafausdehnungsgrund dan 
bukan sebagai tatbestandausdehnungsgrund. Penyertaan bukan 
merupakan suatu delik walaupun bentuk khusus sekalipun karena secara 
sistematis penempatannya dalam KUHP terdapat dalam Buku I Ketentuan 
Umum dan bukan pada Buku II dan Buku III yang mengatur tentang tindak 
pidana yang terdiri atas kejahatan dan pelanggran. Dalam penerapannya 
pun oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan ketentuan tentang 
penyertaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa di juncto-kan dengan suatu 
tindak pidana. Karena hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu 
tindak pidana melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. 
Selain itu, tidak dapat dikatakan misalnya delik penyertaan pencurian 
melainkan penyertaan dalam delik pencurian (Pasal 362 jo. Pasal 55 
KUHP) atau penyertaan dalam delik pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 55 
KUHP).43 
2. Bentuk - bentuk penyertaan. 
Berdasarkan uraian Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang 
sudah dibahas sebelumnya, terlihat bahwa golongan atau bentuk-bentuk 
penyertaan adalah sebagai berikut: 
a Yang Melakukan (Plegen) 
                                                             
42 Eddy O. S. Hiariej, Op.cit, hlm 350 - 351. 




Kata Plegen diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan 
kata pleger dapat diartikan sebagai “pelaku”. Menurut van Bemmelen 
dan van Hattum mendefinisikan pelaku adalah orang yang memenuhi 
suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari 
rumusan delik. Artinya, pelaku tersebut dapat dalam pengertian 
tunggal maupun dalam pengertian jamak. 
Kemudian sejalan dengan pendapat van Bemmelen dan van 
Hattum, Eddy OS Hieriej memperjelas menerangkan bahwa jika ada 
penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan 
tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Apakah kedua duanya 
materieel dader, atau pelaku dengan menyuruh lakukan atau pelaku 
dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan menggerakan untuk 
melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara itu 
semua.44 
b Yang Menyuruh Melakukan (Doenplegen) 
Menyuruh melakukan adalah terjemahan dari doenplegen, 
sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut doenpleger.  
Menurut pendapat Eddy OS Hiariej berkaitan dengan doenplegen atau 
menyuruh melakukan adalah bahwa orang menyuruh lakukan atau 
doenpleger sudah pasti diliput oleh kesengajaan. Dalam kata “doen” 
atau “menyuruh” mengandung kesengajaan. Artinya, orang yang 
menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai dengan 
                                                             




kehendaknya. Oleh karena itu, semua akibat yang akan timbul, baik 
yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki haruslah 
diperhitungkan dan menjadi resiko yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh orang yang menyuruh. Pengaruh 
psikologis dari orang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh 
tidaklah penting. Sehingga doen atau menyuruh secara praktis 
dipahami juga sebagai dengan sengaja membiarkan orang lain 
melakukan delik. 
c Yang Turut Serta Melakukan (Medeplegen) 
Istilah Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta, 
sedangkan orang yang turut serta melakukan diartikan medeplager. 
Bentuk penyertaan medeplegen ini tidak dinyatakan secara expresiv 
verbis dalam Code Penal Perancis, namun diakui dalam yurisprudensi. 
Oleh karena itu tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum 
pidana terkait apa yang dimaksud dengan medeplegen, 
Beberapa syarat-syarat adanya medepleger yakni :  (1) Ada 
kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk 
bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. 
(2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan 
selesainya tindak pidana.45 
d Mereka Yang Sengaja Menganjurkan  (Uitlokking) 
                                                             




Uitlokking secara harfiah diartikan sebagai yang 
menganjurkan atau yang menggerakan, sedangkan orang yang 
menganjurkan atau menggerakan disebut sebagai Uitlokker. Namun 
untuk terjemahan dari uitlokker para pakar menggunakan istilah yang 
berbeda-beda. Satochid Kartanegara, P.A.F Lamintang, S.R. Sianturi 
misalnya menggunakan istilah penggerak; Barda Nawawi Arief dan 
Moeljatno memakai istilah penganjur; Wirjono Protjodikoro, R 
Soesilo, R. Tresna dengan istilah pembujuk sedangkan Andi Zainal 
Abidin Farid lebih condong pada istilah pemancing. 
Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Lamintang bahwa 
uitlokking adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
diipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu 
tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan 
oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian 
telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. 
Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu 
tindak pidana (uitlokker) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP 
yang bunyinya : “Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau 
tipu muslihat atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau 
keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu 
dilakukan.” 




(1) adanya pelaku materil dan pelaku intelektual 
(2) Pelaku materil harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum 
pidana. 
(3) Ada kesengajaan untuk menggerakaan orang lain melakukan 
tindak pidana. 
(4) Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang tersebut 
dalam undang-undang secara limitative 
(5) Keputusan kehendak pelaku materil untuk mewujudkan tindak 
pidana timbul karena adanya daya upaya yang datangnya dari 
pelaku intelektual (psychische causaliteit) 
(6) Pelaku materil harus telah melakukan tindak pidana yang 
dianjurkan atau percobaannya.46 
 
D. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia. 
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Pekerja 
Migran Indonesia (CPMI) 
Sejak di sahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) menggantikan 
Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Istilah tenaga kerja 
Indonesia (TKI) resmi diubah menjadi Pekerja migran Indonesia (PMI). 
                                                             




Dengan berubahnya penyebutan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) pada saat ini ternyata masih kurang populer di masyarakat 
Indonesia, masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan sebutan Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) daripada Pekerja 
Migran Indonesia (PMI). 
Adapun pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 
dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu sendiri telah tercantum dalam 
pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.  
Pasal 1 angka (1) tersebut di atas menjelaskan bahwa Calon 
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang 
memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri 
dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian dalam pasal 1 angka (2) 
disebutkan bahwa Pekerja Migran Indoensia adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 
Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan 
lebih rinci mengenai kategori pekerja yang termasuk Pekerja Migran 
Indonesia. Yaitu : (a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada 




bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan (c) 
Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 
Kemudian menurut pasal 4 ayat 2 disebutkan kategori pekerja 
yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia, diantaranya yaitu 
: (a) Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan 
internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas 
resmi; (b) Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c) Warga negara 
Indonesia pengungsi atau pencari suaka; (d) Penanam modal; (e) Aparatur 
sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik 
Indonesia; (f) Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang 
dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) Warga 
negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. 
2. Dasar Hukum Pekerja Migran Indonesia 
Pemerintah Republik Indonesia telah membuat berbagai macam 
regulasi atau aturan hukum untuk melindungi pekerja migran Indonesia 
yang akan keluar negeri. Landasan atau Dasar hukum perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat untuk menemukan 
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang 




Berikut merupakan dasar hukum Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan beserta aturan 
turunan untuk pelaksanaanya, dasar hukum tersebut diantaranya adalah :47 
a. Undang Undang 
- Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia. 
b. Peraturan Pemerintah 
- PP No 10 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh 
BP2MI, Terbit 31 Januari 2020 
c. Peraturan Presiden 
- Perpres No 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan 
Pekerja Migran Tndonesia, Terbit 31 Desember 2020 
d. Peraturan Menteri 
- Permenaker No 18 tahun 2018 Tentang BPJS PMI, terbit 10 
Desember 2018 
- Permenaker No2 tahun 2019 Tentang Desmigratif terbit 2 
Maret 2019. 
- Permenaker No 9 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan 
PMI, terbit 2 Juli 2019. 
- Permenaker No 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian 
Izin P3MI, terbit 2 Juli 2019. 
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- Permenaker No 7 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif, terbit 21 April 2020 
- Permenker No 10 tahun 2020 Tentang Penyesuaian Jangka 
Waktu Pelindungan Jaminan Sosial PMI selama Covid-19, 
terbit 10 Juli 2020. 
e. Peraturan Dirjen Binapenta 
- Surat Edaran Dirjen Binapenta No 
3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang negara tujuan 
penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia dengan 
mengacu kepada jenis pekerjaan (sektor) dan skema 
penempatan. 
f. Peraturan Kepala BP2MI 
1. No 1 Tahun 2020 Tentang Standar, Penandatanganan dan 
Verifikasi Perjanjian Kerja PMI. 
2. No 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerbitan dan 
Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI. 
3. No 9 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan 
PMI. 
3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 
Hak dan Kewajiaban yang harus diketahui oleh setiap CPMI / 
PMI secara yuridis sudah di atur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-




pasal 6 ayat (1) menjelaskan hak yang dimiliki setiap Calon Pekerja 
Migran Indonesia (CPMI),  Hak tersebut meliputi : 
a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 
dengan kompetensinya; 
b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan 
pelatihan kerja; 
c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara 
penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; 
d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta 
perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama 
bekerja, dan setelah bekerja; 
e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; 
f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 
tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau 
perjanjian kerja; 
g. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang 
dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di indonesia dan di negara tujuan 
penempatan; 
h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian kerja; 
i. Memperoleh akses berkomunikasi; 




k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
tujuan penempatan; 
l. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan 
kepulangan pekerja migran indonesia ke daerah asal; dan/atau 
m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran 
indonesia dan/atau pekerja migran indonesia. 
Kemudian hal-hal yang menjadi kewajiban setiap pekerja 
migran Indonesia diatur dalam pasal 6 ayat 2, kewajiban tersebut meliputi: 
a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun 
di negara tujuan penempatan;  
b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara 
tujuan penempatan; 
c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 
kerja; dan 
d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran 
Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan 
penempatan. 
4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan kegiatan 
untuk menyalurkan Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja di 
luar negeri, sesuai dengan minat dari Pekerja Migran Indonesia setelah 




dan pelatihan, perisapan hingga pemberangkatan dan akhirnya sampai 
pada pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri.48 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur secara khusus 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI). Selain itu, ada peraturan turunan 
lainnya baik sesudah berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 
maupun yang telah ada dan tidak bertentangan. Misalnya : (1) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 Tentang Tata cara 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia. (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 
2019 Tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
Institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Badan, Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan yang 
menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan sendiri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU P2MI. Orang perseorangan 
dilarang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU P2MI. Dalam hal ini yang 
dimaksud orang perseorangan antara lain calo/sponsor atau individu yang 
tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran 
Indonesia ke luar negeri. 
                                                             




Para pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya 
bisa menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara yang 
mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 
pelindungan terhadap pekerja asing, ke negara yang telah mengadakan 
perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan dan pemerintah 
Republik Indonesia dan ke negara yang memilik jaminan sosial atau 
asuransi yang melindungi pekerja asing. Serta terdapat larangan keras 
untuk menempatkan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke 
negara tertentu yang dinyatakan tertutup oleh pemerintah sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 31 dan Pasal 72 huruf  (b) UU P2MI. 
Kemudian pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia 
dalam menempatkan calon pekerja migran Indonesia keluar negeri 
dilarang menempatkannya pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan perjanjian kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
CPMI itu sendiri dan pekerjaan tersebut juga tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 31 dan Pasal 67 UU P2MI. 
Kewenangan penempatan yang dilakukan oleh Badan dilakukan 
berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia 
dengan negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja berbadan hukum di 
negara tujuan penempatan. Sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia  untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar 




Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat1 dan Pasal 51 
ayat 1 UU P2MI. Sedangkan Perusahaan yang menempatkan pekerjanya 
ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, maka perusahaan 
wajib bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya dan wajib 
melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.   
Dalam kaitan ini, Pasal 54 UU P2MI menyatakan persyaratan 
bagi perusahaan penempatan Pekeja Migran Indonesia (P3MI) untuk 
mendapatkan SIP3MI dari menteri ketenagakerjaan, persyaratan tersebut 
meliputi : (a) memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian 
perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (b) 
menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang 
sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi 
kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; (c) memiliki 
rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan (d) memiliki sarana dan 
prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
Pasal 57 ayat (1) mengatur mengenai pemberian izin 
penempatan bagi perusahaan penempatan PMI yang berupa SIP3MI 
diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 




Kemudian dalam pasal 57 ayat (2) menyatakan untuk 
memperpanjang SIP3MI kepada Perusahaan penempatan PMI harus 
memenuhi syarat minimal meliputi : (a) telah melaksanakan kewajibannya 
untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri; (b) telah 
melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) 
dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIP3MI;masih 
memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang 
ditetapkan; (d) memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir 
tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik; (e) tidak dalam 
kondisi diskors; dan (f) telah melaporkan dan menyerahkan persyaratan 
untuk divalidasi ulang. 
Selanjutnya untuk bisa ditempatkan di luar negeri  setiap 
pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
oleh pemerintah Republik Indonesia, ketentuan persyaratan tersebut 
terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , persyaratan tersebut yaitu, (1) 
Usia minimal 18 (delapan belas) tahun ; (2)  Memiliki kompetensi; (3) 
Sehat jasmani dan rohani; (4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan 
Jaminan Sosial; dan (5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.  
Setelah persyaratan tersebut di atas terpenuhi sebelum di 
berangkatkan ke luar negeri Calon pekerja migran Indonesia wajib 
memiliki dokumen seperti yang diatur dalam pasal 13 UU 18/2017, 




yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; (b) Surat 
keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang 
diketahui oleh kepala desa atau lurah; (3) Sertifikat kompetensi kerja; (4) 
Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi; (5) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
(6)Visa kerja; (7) Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; (8) 
Perjanjian kerja. 
Berdasarkan aturan turunan dari Undang-Undang P2MI yakni 
Peraturan Permerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) yang terdapat pada Pasal 9 menyatakan bahwa 
sebelum memberangkatkan CPMI ke luar negeri dapat melalui tahapan 
sebagai berikut : 
a. Pemberian Informasi 
Pemberian informasi kepada Calon Pekerja Migran 
Indonesia dilakukan oleh BP2MI dengan bekerja sama denga 
pemerintah daerah kabupaten /kota dengan sistem daring atau luring, 
dalam pemberian informasi tersebut paling tidak memuat : pasar kerja; 
tata cara penempatan dan pelindungan; dan kondisi kerja di luar 
negeri. (Pasal 10 PP 10/2020) 
b. Pendaftaran 
Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan 




dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan tidak dipungut 
biaya. Syarat dokumen lengkap tersebut meliputi: (a) kartu tanda 
penduduk elektronik dan kartu keluarga; (b) surat keterangan status 
perkawinan, bagi yangtelah menikah melampirkan fotokopi buku 
nikah; (c) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau 
izin wah yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; (d) sertifikat 
kompetensi kerja; (e) surat keterangan sehat berdasarkan hasil 
pemeriksaan kesehatan; dan (f) kartu kepesertaan program jaminan 
kesehatan nasional. (Pasal 11 PP 10/2020)  
c. Seleksi 
Seleksi diadakan oleh BP2MI dapat berupa seleksi 
administratif dan seleksi teknis. Seleksi administrative  meliputi 
verifikasi dokumen yang di pesryaratkan. Sedangkan Seleksi Teknis 
disesuaikan dengan  permintaan pemerintah negara Pemberi Kerja 
berbadan hukum di negara tujuan penempatan. (Pasal 12, PP 10/2020) 
Kemudian bagi calon Pekerja Migran Indonesia yang telah 
dinyatakan lulus seleksi harus memiliki paspor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13, PP 10/2020) 
d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi 
harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Pemeriksaan 




kesehatan dan lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. (Pasal 14, PP 10/2020) 
e. Penandatanganan perjanjian penempatan 
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi, 
memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta memiliki 
paspor harus menandatangani Perjanjian Penempatan yang 
ditandatangani oleh BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia. ( 
Pasal 16, PP 10/2020). 
f. Pendaftaran kepersertaan Jaminan social 
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani 
Perjanjian Penempatan harus mengikuti program jaminan sosial 
ketenagakerjaan sebelum bekerja. (Pasal 17, PP 10/2020) 
g. Pengurusan Visa Kerja 
Pengurusan Visa kerja CPMI difasilitasi oleh  BP2MI sesuai 
dengan ketentuan negara penempatan. Pekerja Migran Indonesia yang 
telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial 
ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja. (Pasal 19 PP 
10/2020) 
h. OPP 
Yang termasuk dalam "OPP", yaitu kegiatan yang bertujuan 
untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: 
(1) Peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, 




ketenagakerjaan; dan n3) peraturan yang berkaitan dengan 
ketentuan pidana di negara tujuan penempatan. 
(2) Materi perjanjian kerja; dan 
(3) Materi lain yang dianggap perlu. 
OPP dieselenggarakan oleh BP2MI dengan bekerja sama 
dengan instasi terkait, OPP wajib diikuti oleh Calon Pekerja Migran 
Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri, Biaya 
penyelenggaraan OPP oleh BP2MI dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 20, PP 10/2020) 
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi 
persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan, harus 
melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada 
saat OPP. ( Pasal 22 PP 10/2020) 
i. Penandatanganan perjanjian kerja 
Penandatanganan Perjanjian Kerja dilakukan pada saat OPP. 
(Pasal 21, UU 10/2020) 
j. Pemberangkatan 
BP2MI menginformasikan data keberangkatan Pekerja 
Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas 
luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia 






E. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia Ilegal 
1. Pengertian Pekerja Migran Ilegal 
Menurut Pendapat Iman Susanto jika dilihat dari modus 
operandi, terdapat dua pola arus migrasi, yaitu : Pertama, arus migrasi 
dengan pola legal/sah (legal scheme migratory flows). Dalam pola ini, arus 
migrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan 
berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali 
lebih didorong adanya kelangkaan ekonomi (economy scarecities) yang 
menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada 
suatu negara yang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju. 
Kedua, arus migrasi dengan pola illegal/tidak sah (illegal 
scheme migratory flows). Dalam pola ini, arus migrasi dapat menggunakan 
: (a) modus legal entry and illegal stay artinya, keberadaanya sah karena 
masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang 
dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau 
setelah izin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan 
menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. Umumnya, 
para migran semacam ini diklasifikasi sebagai documented migrant. (b) 
Modus illegal entry and illegal stay. Keberadaan tidak sah karena masuk 
secara tidak sah. Mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, tanpa 
melalui tempat tempat resmi. Umumnya para migran ini diklasifikasi 
sebagai undocumented migrant. Sementara para illegal migrant biasanya 




negara singgah. Mereka melakukan hal ini karena ketatnya persyaratan 
untuk bermigrasi ke negara tujuan. Oleh karena itu. mereka mencari 
peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk mencapai negara 
tujuan. 
Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-
organisasi kejahatan penyelundupan manusia. Mereka harus berkorban 
harta atau bahkan nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini, perbuatan 
illegal migrant dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional 
(transnasional organized crime) yang diatur dalam konvensi PBB 
melawan kejahatan Transnasional Terorganisasi.49 
Dari pernyataan tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa 
Pekerja Migran Indonesia illegal adalah seseorang yang akan atau sedang 
bekerja di luar negeri dengan diberangkatkan maupun ditempatkan di 
negara tujuan dengan berbagai cara yang berlawanan dengan prosedur atau 
peraturan yang berlaku. 
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pengiriman PMI Ilegal 
Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal meliputi :50 
a. Kondisi rentan CPMI/PMI baik secara ekonomi maupun kurangnya 
wawasan sehingga mudah dibujuk rayu, ditipu, dan dieksploitasi oleh 
perekrut atau sponsor. 
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b. CPMI/PMI memilih diberangkatkan oleh perorangan, tidak melalui 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Sehingga 
sulit dikontrol. 
c. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) nakal yang 
menempatkan PMI/CPMI dengan melakukan pemalsuan umur dan 
identitas lainnya dan pelatihan PMI dan cek kesehatan PMI hanya 
formalitas. Selain itu, tidak ada asuransi sesuai tahapan seperti pra 
pemberangkatan, masa kerja dan purna PMI. 
d. PPTKIS tidak transparan kepada CPMI/PMI dalam hal perjanjian kerja 
berkaitan dengan gaji, jenis pekerjaan majikan, dan agen diluar negera. 
“Biasanya CPMI/PMI hanya tanda tangan di kertas kosong tanpa 
penjelasan yang transparan. 
e. PPTKIS yang sedang bermasala atau perorangan masih bisa 
memproses dokumen untuk CPMI/PMI dengan melakukan penitipan 
proses dokumen kepata PPTKIS lain. 
f. Masih mudah untuk membuat dokumen aspal 
g. Aturan negara lain secara tidak langsung memberikan peluang 
terjadinya pengiriman PMI/CPMI secara illegal. 
Misalnya : Bisa mengubah tujuan tidak sesuai paspor, meneima calling 
visa yang bukan dari negara asal. 
h. Keterlibatan jaringan internasional untuk membuat dokumen palsu 




i. Belum ada binding instrument atau instrument yang mengikat antara 
negara Indonesia dengan negara tujuan. 
j. Adanya keterlibatan oknum-oknum dari instasi terkait termasuk 
oknum di luar negeri. 
k. Penegakan hukum yang belum optimal. 
3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
Berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 18 Tahun 2017 
tentang pelindungan pekerja migran Indonesia telah mengelompokan 
bentuk pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia menjadi 3 kategori 
yaitu : 
a. Pelindungan Sebelum Bekerja 
Perlindungan sebelum bekerja didefinisikan sebagai 
keseluruhan aktivitas sejak pendaftaran sampai dengan 
pemberangkatan. Ketentuan pelindungan sebelum bekerja telah diatur 
dalam pasal 8 sampai dengan pasal 19 Undang - undang nomor 18 
Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dalam 
peraturan tersebut pelindungan sebelum bekerja dibagi menjadi 2 
aspek meliputi, (a) pelindungan administratif dan (b) pelindungan 
teknis.  
Pelindungn administratif paling tidak mencakup mengenai 
kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan penetapan 
kondisi dan syarat kerja. Sedangkan aspek dalam pelindungan teknis 




informasi; peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia 
melalui pendidikan dan pelatihan kerja; jaminan Sosial; fasilitasi 
pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; penguatan peran 
pegawai fungsional pengantar kerja; pelayanan penempatan di layanan 
terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia; dan pembinaan dan pengawasan. 
b. Pelindungan Selama Bekerja 
Pelindungan selama bekerja didefinisikan sebagai 
keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja 
Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. 
Ketentuan pelindungan sebelum bekerja telah diatur dalam pasal 21 
sampai dengan pasal 22  Undang - undang nomor 18 Tahun 2017 
tentang pelindungan pekerja migran Indonesia.  
Dalam peraturan tersebut bentuk pelindungan selama 
bekerja meliputi: pendataan dan pendaftaran oleh atase 
ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; 
pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan 
kondisi kerja; fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; 
fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pemberian layanan jasa 
kekonsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian 
bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat 




hukum negara setempat; pembinaan terhadap Pekerja Migran 
Indonesia; dan fasilitasi repatriasi.  
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja 
dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana 
dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara 
tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. 
c. Pelindungan Setelah Bekerja 
Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan 
anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke 
daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 
Bentuk Pelindungan Setelah Bekerja telah diatur dalam Pasal 24 UU 
P2MI, Bentuk pelindungan tersebut meliputi: (a) fasilitasi kepulangan 
sampai daerah asal; (b). penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia 
yang belum terpenuhi; (c) fasilitasi pengurusan Pekerja Migran 
Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; (d) rehabilitasi sosial dan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan  Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri 
dalam Hukum Pidana di Indonesia. 
Sebelum mengarah ke pembahasaan mengenai ketentuan pidana 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri dalam hukum 
pidana di Indonesia, maka perlu mengetahui lebih dulu aturan dasar yang 
menjadi pedoman untuk menempatkan dan melindungi pekerja migran 
Indonesia di luar negeri. Ketentuan mengenai penempatan PMI/TKI ke luar 
negeri sempat disinggung dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Penempatan tenaga kerja 
terdiri dari; (a) penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan (b) penempatan 
tenaga kerja di luar negeri”. 
Kemudian sesuai perintah pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan agar ketentuan 
mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf (b) diatur dengan Undang-Undang. Artinya Penempatan 
PMI/TKI di luar negeri diatur secara khusus dalam undang-undang selain 
undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas lex 




daripada ketentuan umum), dimana syarat kedudukan atau hierarki kedua 
peraturan tersebut adalah sama.51 
Pengaturan mengenai penempatan pekerja migran Indonesia keluar 
negeri diatur secara khusus (lex specialis) yang tercantum dalam Lembaran 
Negara Nomor 242 yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI), peraturan tersebut sudah 
diberlakukan sejak tanggal 24 November 2017 dengan mencabut dan 
menggantikan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
mengatur tentang ketentuan tenaga kerja secara umum, baik tenaga kerja yang 
berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara, Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat 
secara khusus (lex specialis) untuk mengatur ketentuan-ketentuan penempatan 
dan pelindungan pekerja migran Indonesia baik sebelum,selama dan sesudah 
bekerja di luar negeri. 
Selanjutnya untuk membahas mengenai ketentuan pidana tentang 
tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri harus 
mengetahui terlebih dahulu mengenai hubungan antara Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 
P2MI) dangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
                                                             
51 Ayu Melisa Manurung, Penggunaan Pasal Percobaan untuk Tindak Pidana Terkait 




Kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan yaitu mengatur 
ketentuan sanksi pidana di dalamnya, namun subjek yang dilindungi dalam 
KUHP hanya bersifat umum yaitu untuk semua orang, sedangkan subjek yang 
dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU P2MI) bersifat 
khusus yaitu hanya mengatur CPMI/PMI yang akan, sedang, atau purna 
bekerja di luar negeri. Hubungan kedua peraturan tersebut merupakan 
hubungan antara lex specialis dengan lex generalis. Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2017 merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur 
mengenai tindak pidana penempatan PMI/TKI di luar negeri. Namun, 
ketentuan pidana bagi pelanggaran tindak pidana penempatan PMI/TKI diluar 
negeri diatur secara khusus (lex specialis) dalam Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana dalam 
undang-undang tersebut terdapat beberapa sanksi yang berupa pidana penjara 
dan pidana denda bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. 
Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai beberapa ketentuan 
pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ketentuan pidana tersebut terdapat 
pada BAB IX, dalam Pasal 79 – 86, yaitu : 
1. Pasal 79 
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak 




Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 
Penjelasan pasal : 
Pasal 65 yang dimaksudkan dalam pasal 79 diatas berisi 
larangan bagi setiap orang untuk memberikan data dan informasi tidak 
benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13. 
Di dalam pasal 13 sendiri mengatur mengenai beberapa jenis 
dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap CPMI untuk bisa ditempatkan di 
luar negeri, dokumen tersebut meliputi :  
a) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah 
melampirkan fotokopi buku nikah; 
b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali 
yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;  
c) Sertifikat kompetensi kerja; 
d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi; 
e) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
f) Visa kerja; 
g) Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; dan 






2. Pasal 80  
“Setiap Orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia, padahal 
diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak 
memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 
Penjelasan Pasal : 
Pasal 66 yang dimaksudkan dalam pasal 79 diatas berisi 
larangan bagi setiap orang untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia 
yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf (a). Dalam pasal 5 huruf (a) berisi persyaratan yang 
mengharuskan bagi setiap CPMI yang akan ditempatkan diluar negeri 
berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. 
3. Pasal 81 
“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” 
Penjelasan Pasal : 
Pasal 69 yang dimaksudkan dalam pasal 81 diatas berisi 
larangan bagi orang perseorangan atau individu termasuk calo yang tidak 
memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran 




4. Pasal 82  
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), 
setiap orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran 
Indonesia pada: 
a) Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja 
sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau  
b) Pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.”. 
Penjelasan Pasal :  
Pasal 67 huruf (a) yang dimaksud pada pasal 82 huruf (a) diatas 
berisi larangan bagi setiap orang untuk menempatkan CPMI pada jabatan 
dan jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja sehingga 
merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia. 
Pasal 67 huruf (b) yang dimaksud pada pasal 82 huruf (b) diatas 
berisi larangan bagi setiap orang untuk menempatkan CPMI pada 
pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 
tentang Pornografi, Undang¬Undang tentang Perlindungan Anak, 
Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-




5. Pasal 83 
“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah).” 
Penjelasan Pasal : 
Pasal 68 yang dimaksudkan dalam pasal 83 diatas berisi 
larangan bagi setiap orang untuk melaksanakan penempatan yang tidak 
memenuhi persyaratan, yaitu Pekerja Migran harus memiliki kompetensi; 
sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan 
Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
(Pasal 5 huruf b-e UU P2MI ). 
6. Pasal 84  
(1) Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran 
Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pemberangkatan Pekerja 
Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan 




dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Penjelasan Pasal : 
Persyaratan pada Pasal 70 ayat (1) yang dimaksudkan dalam 
pasal 84 ayat (1) diatas berisi larangan bagi setiap pejabat untuk 
memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen, dokumen tersebut diantaranya : surat 
keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 
fotokopi buku nikah; surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, 
atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; sertifikat 
kompetensi kerja; surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi; paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi 
setempat; Visa Kerja; Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
dan Perjanjian Kerja. (Pasal 13 UU P2MI)   
Persyaratan pada Pasal 70 ayat (2) yang dimaksudkan dalam 
pasal 84 ayat (2) diatas berisi larangan bagi setiap pejabat untuk menahan 
pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13. 
7. Pasal 85 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 




a) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan 
ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 huruf a; 
b) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak 
sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b; 
c) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau 
d) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d. 
Penjelasan Pasal : 
Pasal 85 diatas merupakan kosekuensi yang akan di dapat bagi 
setiap orang yang melanggar larangan pada pasal 71 huruf (a) sampai (d), 
larangan tersebut meliputi : 
(a) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan 
ditandatangani Pekerja Migran Indonesia; 
(b) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak 
sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 
(c) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain; 





8. Pasal 86 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap 
Orang yang :  
a) Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung 
calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;  
b) Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu 
yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf 
b; 
c) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau 
d) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan 
penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.  
Penjelasan Pasal : 
Pasal 86 diatas merupakan kosekuensi yang akan di dapat bagi 
setiap orang yang melanggar larangan pada pasal 72 huruf (a) sampai (d), 
larangan tersebut meliputi : 
a) Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung 
calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;  
b) Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu 
yang dinyatakan tertutup; 




d) Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan 
yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang 
melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara 
pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik 
Indonesia, dan/atau tidak memiliki sistem jaminan sosial dan/atau 
asuransi yang melindungi pekerja asing. 
 
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan 
Tindak Pidana Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Secara 
Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
3/Pid.sus/PN.Bbs. 
 
1. Kasus Posisi (Putusan Nomor 3 / Pid.sus/PN.Bbs) 
a) Kronologi Tindak Pidana 
Sekiranya pada bulan Mei tahun 2018 di Desa Prapag 
Kidul,  Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, seseorang yang 
bernama WAKIAH Binti TURYONO (Saksi/Korban), umur 35 
Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Prapag Kidul RT.01/O5 
Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes telah direkrut oleh Sponsor 
yang bernama IDA ZARODAH Binti SOMARI (Terdakwa) umur 
50 tahun pekerjaan swasta, alamat Desa Prapag Kidul RT01/01, 
Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, kemudian saudari WAKIAH 
Binti TURYONO dikenalkan dan dibawa ke sponsor MUHTADI 
bin RUDIN, umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Wage 




ZARODAH ( Terdakwa) dan MUHTADI yang membantu mengurus 
medical checkup, pembuatan paspor, dan memberangkatkan ke 
Jakarta, sesampainya di Jakarta saudari WAKIAH Binti TURYONO 
di tempatkan disuatu rumah kontrakan, setelah dua hari tingggal 
dirumah kontrakan tersebut selanjutnya saudari WAKIAH Binti 
TURYONO diterbangkan via Bandara Soekarno Hatta menuju ke 
Dubai.  Sesampainya di Dubai sudah ada orang yang menjemput 
saudari WAKIAH Binti TURYONO lalu menempatkan ke agensi 
Al-Rim, selanjutnya ditempatkan di majikan untuk dipekerjakan 
sebagai pembantu rumah tangga. Setelah saudari WAKIAH Binti 
TURYONO bekerja selama 1 bulan di majikan tersebut tidak 
mendapatkan gaji sehingga meminta keluar dari majikan tersebut 
kemudian majikan tersebut mengembalikan ke agensi, di agensi 
tersebut saudari WAKIAH Binti TURYONO mendapat kekerasan 
fisik dari pemilik agensi dan karyawan agensi tersebut. Setelah itu 
saudari WAKIAH Binti TURYONO ditempatkan lagi kemajikan 
lain yang diketahuai bernama MUHAMAD ABDULAH ALI 
IBRAHIM, ditempat tersebut saudari WAKIAH Binti TURYONO 
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, setelah bekerja 
selama satu bulan mendapat gaji 1000 dirham (± Rp.4000.000,-) 
akan tetapi saudari WAKIAH Binti TURYONO meminta keluar dari 
majikan tersebut dikarenakan istri dari majikan tersebut galak dan 




WAKIAH Binti TURYONO dikembalikan ke agensi, lalu saudari 
WAKIAH Binti TURYONO tinggal di agensi tersebut selama 
kurang lebih satu bulan sampai kemudian saudari WAKIAH Binti 
TURYONO melarikan diri ke kantor Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Dubai. Sejak tanggal 13  September 2018 saudari 
WAKIAH Binti TURYONO tinggal di penampungan yang berada 
di Kedutaan tersebut, kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 saudari 
WAKIAH Binti TURYONO (Saksi/Korban) dipulangkan oleh 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dubai ke Indonesia. 
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut umum telah mendakwa perbuatan 
terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI dengan dakwaan 
komulatif sebagai berikut : 
Dakwaan Kesatu : 
Bahwa Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI 
bersama-sama dengan Sdr. MUHTADI (DPO), pada hari, tanggal 
yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2018 atau 
setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Desa Prapag Kidul 
RT.01 RW.05 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidak-
tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Brebes, Sebagai orang yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan 




tertentu yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 86 huruf b Jo. Pasal 72 huruf b Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) 
ke-1 KUHP. 
Dakwaan Kedua : 
Bahwa Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI 
bersama-sama dengan Sdr. MUHTADI (DPO), pada hari, tanggal 
yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2018 atau 
setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Desa Prapag Kidul 
RT.01 RW.05 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidak – 
tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Brebes, Melakukan pemufakatan jahat 
untuk melakukan perbuatan menempatkan Warga Negara Indonesia 
dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik 
Indonesia, Perbuatan Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI, 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 11 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Dakwaan Ketiga : 
Bahwa Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI 
bersama sama dengan Sdr. MUHTADI (DPO), pada hari, tanggal 




setidak-tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Desa Prapag Kidul 
RT.01 RW.05 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidak – 
tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Brebes, Sebagai orang yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan 
perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan 
pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69, 
Perbuatan Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI, 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 
69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP. 
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 
memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai 
berikut: 
1) Menyatakan Terdakwa IDA ZARODAH BINTI SOMARI telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN 
MENEMPATKAN CALON PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA KE NEGARA TERTENTU YANG 
DINYATAKAN  TERTUTUP” sebagaimana diatur dalam 




tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu kami diatas. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA ZARODAH 
BINTI SOMARI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 
dan 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di 
Semarang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3) Membebankan kepada terdakwa IDA ZARODAH BINTI 
SOMARI membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 4 
(empat) bulan 
4) Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) Buah buku surat perjalanan / Travel document; 
- 1 (satu) Bendel tiket pesawat terbang Cathay pacific; 
- 1 (satu) Bendel surat  
Dikembalikan kepada saksi Wakiah Binti Turyono. 
5) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
d) Amar Putusan 
Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengambil 
keputusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 




Memperhatikan, Pasal 86 huruf b Jo. Pasal 72 huruf b 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan;  
MENGADILI: 
1) Menyatakan Terdakwa Ida Zarodah Binti Somari, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Turut Serta Melakukan Perbuatan Menempatkan Calon 
Pekerjamigran Indonesia Ke Negara Tertentu Yang Dinyatakan 
Tertutup”; 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita di Semarang; 
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan;  
4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 




- 1  ( satu ) Buah buku surat perjalanan / Travel document. 
- 1 ( satu) Bendel tiket pesawat terbang Cathay pacific. 
- 1 ( satu ) Bendel surat. 
Dikembalikan kepada saksi Siti Wakiah Binti Turyono; 
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp2.000,00  (dua ribu rupiah). 
2. Pertimbangan Hakim 
Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam 
bentuk konkrit. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh Hakim 
yang memeriksa perkara pidana  yang  bersangkutan. Untuk  mengambil  
keputusan,  hakim  harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya 
putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.52 
Sebelum membahas pertanggungjawaban pidana penulis akan 
menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman 
terhadap terdakwa Ida Zarodah Binti Somari, Penulis telah memadukan 
data sekunder yang berasal dari putusan nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs 
dan data primer sebagai data tambahan yang penulis dapat dari hasil 
wawancara (interview) pada hari Selasa 26 Januari 2021 dengan Ibu 
Galuh Rahma Esti S.H.,M.H selaku Hakim Ketua yang memutus perkara 
terdakwa Ida Zarodah Binti Somari di Pengadilan Negeri Brebes. 
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Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara terdakwa 
yakni Ibu Galuh Rahma Esti, SH. MH ketika wawancara menerangkan 
bahwa dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan 
tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana 
terhadap perkara yang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap 
masyarakat maupun terdakwa, pertimbangan hakim tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi harus juga mempertimbangkan 
aspek non yuridisnya, pertimbangan hakim juga tidak hanya berdasarkan 
landasan terhadap pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan 
fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang mengarah pada faktor-
faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.53 
Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di persidangan, 
setiap hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berat 
ringannya hukuman atas perkara yang ditanganinya, Pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana harus mencerminkan rasa keadilan 
bagi masyarakat dan terdakwa, Majelis harus memutus sesuai dengan 
fakta-fakta yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana. 
Berikut penulis paparkan mengenai faktor-faktor 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman, yang penulis 
rangkum dari putusan nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs dan hasil 
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wawancara dengan Ibu Galuh Rahma Esti S.H.,MH selaku Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memutus perkara terdakwa. 54 
a Hukum Pidana Sebagai Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara 
Hukum, sistem peradilan  di  Indonesia  menganut  asas  legalitas,  
yaitu  bahwa tiada  suatu  perbuatan  dapat  di  pidana  kecuali  atas  
kekuatan  aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. 
Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di   
atur   bahwa   hakim   dalam   menjatuhkan   putusan   tidak hanya 
berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada 
unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. 
Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur 
pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan. 
b Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 
Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan 
dan meringankan pidana bagi terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Brebes, Ibu Galuh Rahma Esti berpendapat bahwa dengan 
ikut serta menempatkan pekerja migran secara illegal keluar negeri 
merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena 
perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program 
pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas oknum 
sponsor atau calo TKI ilegal. Kemudian Tingkah  laku  terdakwa  di  





muka  sidang juga  dapat dipertimbangkan sebagai hal yang 
memberatkan jika terdakwa bersikap arogan selama proses di 
persidangan. 
c Tuntutan masyaratkat sebagai Pertimbangan 
Hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. 
Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana perektutan TKI ilegal 
supaya di adili dengan seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat 
akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.  
Misalnya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri 
Brebes dalam perkara Nomor 3/ Pid.Sus/2020/PN.Bbs dengan 
terdakwa Ida Zarodah Binti Somari tidak mencapai 5 tahun, tidak 
sesuai dengan ketentuan pidana maksimum pada Pasal 86 UU NO 
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 
Dimana angka yang tercantum dalam amar putusan tersebut 
seringkali menjadi pertanyaan di dalam masyarakat luas, terutama 
para pemerhati hukum.  
Sangat disayangkan bahwa, masyarakat dan komentator 
hukum, baik mass media elektronik ataupun cetak, bahkan diantara 
pembicaraan lisan, seringkali  tidak  mengikuti   jalannya   
persidangan   sampai   dengan dijatuhkannya suatu putusan. Padahal 
putusan hakim tidak dijatuhkan secara serta merta. Seringkali 




penilaian  angka  dari  sebuah  putusan hakim. Padahal, angka dan 
jenis putusan hakim itu lahir pergulatan nilai yang relatif lama, yaitu 
mulai dari hakim menerima perkara, memeriksa, mengadili, sampai 
menjatuhkan putusan.55 
Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih  
dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa 
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim 
juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang 
didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi – 
saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan 
dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan 
terdakwa. 
Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi unsur – unsur pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 86 huruf (b) 
Jo. Pasal 72 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia Jo. Pasal 55 
ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut;  
(1) Unsur Setiap orang. 
Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam hukum 
pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini yang dimaksudkan 





untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau 
akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah 
dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 
Dalam persidangan telah dihadirkan 1 (Satu) orang 
perempuan yang mengaku bernama IDA ZARODAH Binti 
SOMARI sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya 
dalam surat dakwaan tertanggal 02 Januari 2020. Orang tersebut 
telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah didakwa oleh Penuntut 
umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam 
surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri 
telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi dalam hal 
ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa IDA 
ZARODAH Binti SOMARI. 
Selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim 
menilai bahwa terdakwa menunjukan reaksi fisik dan kejiwaan yang 
stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang menjawab dan 
mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. 
Oleh sebab itu majelis hakim berpendapat terdakwa dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukanya, dengan demikian tidak ada error in 
persona / kekeliruan dalam mengadili orang, jadi dalam perkara ini 




(2) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan perbuatan Menempatkan Calon 
Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan 
tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, diperoleh rangkaian perbuatan yang dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Sekiranya pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa 
menawarkan pekerjaan kepada saksi WAKIAH Binti TURYONO 
sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Negara Timur Tengah 
dengan gaji sebesar 1000 Dirham (±Rp.4.000.000,-) perbulan, 
padahal terdakwa mengetahui bahwa pengiriman pencari kerja/ TKI 
(PMI) ke Negara tujuan Timur Tengah tersebut ditutup pemerintah 
karena adanya moratorium, atas tawaran dari Terdakwa tersebut, 
karena saksi WAKIAH Binti TURYONO sedang tidak memiliki 
pekerjaan maka saksi WAKIAH Binti TURYONO menyetujui 
penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, 
selanjutnya saksi WAKIAH Binti TURYONO mengikuti proses 
pengumpulan syarat administrasi, yaitu Terdakwa membuatkan KTP 
saksi WAKIAH Binti TURYONO dan Terdakwa menyerahkan surat 
pernyataan perjanjian keluarga yang harus di tandatangani oleh saksi 




TURYONO, kemudian kira-kira sebelum bulan puasa tahun 2018 
saksi WAKIAH Binti TURYONO diajak oleh terdakwa ke rumah 
Sdr. MUHTADI (DPO) di daerah Cirebon untuk dicek kelengkapan 
adminstrasi dan cek postur tubuh, selanjutnya saksi WAKIAH Binti 
TURYONO dibawa oleh Sdr. MUHTADI ke Jakarta untuk 
dilakukan medical check up di daerah Condet Jakarta, setelah selesai 
medical check up saksi WAKIAH Binti TURYONO pulang ke 
Brebes. Selanjutnya setelah hasil medical check up keluar yang 
menyatakan saksi WAKIAH Binti TURYONO sehat, Terdakwa 
mengantar saksi WAKIAH Binti TURYONO ke rumah Sdr. 
MUHTADI untuk pembuatan passport di Kantor Imigrasi Cirebon, 
selanjutnya saksi WAKIAH Binti TURYONO pulang menuju 
Brebes, Selanjutnya satu minggu kemudian, Terdakwa di hubungi 
oleh Sdr. MUHTADI agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. 
MUHTADI di Cirebon, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. 
MUHTADI, selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar 
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Sdr. MUHTADI sebagai 
upah/ imbalan karena Terdakwa telah mencarikan orang yang akan 
bekerja sebegai Pembantu Rumah Tangga di Negara Timur Tengah, 
selanjutnya Terdakwa pulang menuju Brebes, kemudian setelah 
beberapa hari Terdakwa datang ke rumah saksi WAKIAH Binti 
TURYONO untuk menyerahkan uang kepada saksi WAKIAH Binti 




WAKIAH telah bersedia bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga 
di Negara Timur Tengah dan Terdakwa memberi uang kepada orang 
tua dari saksi WAKIAH Binti TURYONO sebesar Rp.300.000,- 
(tiga rauts ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa 
tidak lama lagi saksi WAKIAH Binti TURYONO akan dibawa oleh 
Sdr. MUHTADI ke Jakarta untuk diberangkatkan bekerja sebagai 
Pembantu Rumah Tangga di Negara di Timur Tengah, selanjutnya 
beberapa hari kemudian Sdr. MUHTADI membawa saksi WAKIAH 
Binti TURYONO ke Jakarta, setelah sampai di Jakarta Sdr. 
MUHTADI membawa saksi WAKIAH Binti TURYONO di sebuah 
tempat penampungan di suatu Perumahan, selanjutnya Sdr. 
MUHTADI pulang ke Brebes, setelah selama 2 (dua) hari saksi 
WAKIAH Binti TURYONO dipenampungan tersebut, saksi 
WAKIAH Binti TURYONO di bawa ke Bandara Soekarno Hatta, 
tetapi pada saat itu agen yang ada di Jakarta tidak menjelaskan 
kepada saksi WAKIAH Binti TURYONO akan diterbangkan ke 
Negara mana, selanjutnya saksi WAKIAH Binti TURYONO 
terbang dari Bandara Soekarno Hatta dengan transit di Brunai 
Darusalam selanjutnya saksi WAKIAH Binti TURYONO sampai di 
Negara Dubai, setelah sampai di Dubai, saksi WAKIAH Binti 
TURYONO disalurkan ke Majikan di Dubai untuk bekerja sebagai 
Pembantu Rumah Tngga, Dubai merupakan kota di Uni Emirat Arab 




Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan 
pelarangan Penempatan TKI (PMI) pada Pengguna Perseorangan di 
Negara-negara kawasan Timur Tengah, untuk Moratorium 
penempatan ke Negara Timur Tengah meliputi 19 Negara yaitu : 
Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, 
Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, 
Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania dan Moratorium 
tersebut dibelakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 dan hingga sekarang 
masih berlaku.  
Dengan melihat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, 
maka unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan 
Calon Pekerja Migran Indonesia (WAKIAH Binti TURYONO) ke 
Negara tertentu yang dinyatakan tertutup” telah terpenuhi. Oleh 
karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum. 
Selain unsur-unsur tersebut Majelis Hakim juga 
mempertimbangkan, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 




terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana. 
Dalam menentukan lama masa pidana, majelis Hakim 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memperberat dan 
meringankan pidana bagi terdakwa Ida Zarodah Binti Somari. Majelis 
Hakim yang diketuai oleh Ibu Galuh Rahma Esti S.H.,M.H 
mempertimbangkan bahwa hal yang memperberat pidana bagi terdakwa 
Ida Zarodah Binti Somari adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan 
masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Ida 
Zarodah Binti Somari yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap 
sopan selama dipersidangan, merasa menyesal dan mengakui terus terang 
perbuatannya. 
Kemudian dari aspek non yuridis, berdasarkan keyakinan  
Hakim, sebelum mengambil putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim 
telah mempertimbangkan berbagai hal diantaranya: 
1) Dilihat dari latar belakang terdakwa yang bukan seorang pelaku 
utama. 
2) Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui 
setiap perbuatannya. 
3) Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan 
mengulanginya lagi. 
4) Selain itu baru pertama kalinya, apabila dihukum terlalu lama 




memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi 
dari tujuan awal pemidanaan.  
Dengan berbagai pertimbangan tersebut baik yurudis 
maupun non yuridis, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa Ida Zarodah Binti Somari dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan di Lembaga 
Pemasyarakatan Wanita di Semarang. 
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana sudah sepatutnya diperlukan 
adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seseorang yang 
melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhkan dan dibebankan 
pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang 
dilakukannya. Adapun untuk syarat tersebut menurut Pendapat 
Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M,H dalam bukunya yang burjudul 
“Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”. Syarat 
Pertanggungjawaban Pidana mencangkup sebagai berikut56 : 
a. Kemampuan Bertanggungjawab; 
b. Adanya Kesalahan (Penilaian Normatif atas Ketercelaan Pembuat 
tindak pidana); dan 
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c. Tidak ada alasan Pemaaf. 
Dalam Putusan Nomor 3/Pid.sus/2020/PN.Bbs dijelaskan 
bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana turut serta 
menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara yang dinyatakan 
tertutup oleh pemerintah. Terdakwa IDA ZARODAH Binti Somari dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdakwa memenuhi 
syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian untuk 
menentukan bahwa terdakwa IDA ZARODAH Binti SOMARI dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat 
pertanggungjawaban pidana, yaitu: 
a.) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab dari Pembuat 
Apabila ditinjau dari syarat pertama pertanggungjawaban 
pidana, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dari pembuat, 
artinya seseorang dengan keadaan sadarnya itu mampu untuk 
bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. 
Mengenai rumusan kemampuan bertanggung jawab, KUHP tidak 
memberikan perumusannya. Namun apabila dilihat dalam Memori 
Penjelasan secara negatif menyebutkan bahwa seseorang dapat 
dikatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau 
ketidakmampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan 
bertanggung jawab ini menyebabkan seseorang yang melakukan 
suatu perbuatan pidana sekalipun, akhirnya tidak dapat dipidana 




perbuatannya tersebut. Sehingga apabila telah diketemukan tanda-
tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karena hal 
tersebut dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam 
hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban berhenti dan 
pelaku tersebut hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat 
dikenakan pidana. 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab 
apabila orang tersebut tidak memenuhi syarat ketidakmampuan 
bertanggung jawab yang terdapat pada ketentuan Pasal 44 KUHP. 
Seseorang mampu bertanggung jawab apabila mampu untuk 
menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya merupakan 
perbuatan melawan hukum, namun orang tersebut tetap melakukan 
perbuatan yang dilarang itu. Kemampuan bertanggung jawab dapat 
diartikan sebagai kondisi batin seseorang yang normal atau sehat 
tidak dalam keadaan cacat mental dalam pertumbuhannya, hingga 
akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang 
baik dan buruk, serta pelaku tidak mengalami gangguan kenormalan 
yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya menjadi kurang 
berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan 
hal-hal yang baik dan buruk.  
Selama Proses Persidangan berlangung, terdakwa IDA 
ZARODAH Binti SOMARI telah memenuhi kriteria untuk dapat 




1.) Terdakwa sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan 
kewajiban dimata hukum, telah cakap hukum. Dimana pada saat 
terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa sudah berumur 
lebih dari 18 tahun dan sudah dianggap dewasa dan mampu 
bertanggungjawab secara hukum;  
2.) Terdakwa tidak mengalami kekurang sempurnaan akal atau sakit 
ingatan, sehingga ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP tidak 
berlaku bagi terdakwa; 
3.) Terdakwa dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan yang 
dilakukannya, yakni dengan melakukan penempatan saudari 
WAKIAH Binti Turyono ke negara tertentu yang dinyatakan 
tertutup oleh pemerintah karena adanya moratorium. 
4.) Terdakwa memiliki kemampuan jiwa untuk dapat menentukan 
kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau 
tidak, namun terdakwa lebih memilih untuk turut serta 
melakukan tindak pidana tersebut. 
5.) Terdakwa menegetahui perbuatan yang dilakukannya itu dapat 
dicela di dalam masyarakat. 
b.) Adanya Kesalahan. 
Aspek kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah 
adanya kesalahan. Dalam kasus ini, terdakwa telah memenuhi unsur 
unsur pada dakwaan kesatu penuntut umum, dimana terdakwa telah 




menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu 
yang dinyatakan tertutup, Hal ini didukung oleh fakta-fakta  berupa 
keterangan saksi dan barang bukti sebagai berikut: 
Keterangan saksi pertama SITI WAKIAH BINTI 
TURYONO yang menerangkan bahwa saksi telah direkrut dari 
rumah oleh sponsor yang sudah saksi kenal yaitu Terdakwa Ida 
Zarodah Binti Somari, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. 
Prapag kidul Rt. 01 / 01 Kec. Losari Kab.Brebes selanjutnya saksi 
dikenalkan ke sponsor lagi yang saksi kenal bernama Muhtadi Bin 
Rudin (DPO), umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Wage 
RT 04 RW 06 Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. 
Selanjutnya, saksi kedua yaitu SUHENDRA BIN 
KAPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi 
menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa dan 
selanjutnya istri saksi diberangkatkan ke luar negeri untuk 
dipekerjakan sebagai TKW dengan negara tujuan Abu Dhabi. 
Kemudian saksi menerangkan bahwa sebelum pemberangkatan 
menurut penjelasan dari Terdakwa, bahwa istri saksi akan bekerja 
sebagai TKW secara resmi dan tidak ilegal, setelah mendapat 
penjelasan tersebut saksi mengikuti saja prosesnya. Setelah istri 
saksi sudah diberangkatkan ke Abu Dhabi, istri saksi memberi kabar 
lewat handphone, ketika itu istri saksi memberi kabar bahwa dalam 




handphone. Sekira masuk bulan Agustus 2018 istri saksi telpon saksi 
dan memberi kabar bahwa istri saksi di Abu Dhabi mengalami 
kekerasan fisik yang telah dilakukan agen dan istri saksi bilang tidak 
betah dan ingin pulang kembali ke Indonesia sehingga pergi mencari 
perlindungan ke Kedutaan Indonesia yang ada di Abudhabi; 
Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi 
memberitahu kabar tersebut kepada bapak mertua saksi selanjutnya 
saksi mendatangi terdakwa untuk berusaha memulangkan istri saksi 
dari Abu Dhabi karena saksi merasa khawatir terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, namun Terdakwa IDA ZARODAH Binti SOMARI 
pada saat itu tidak mau bertanggungjawab. 
Selanjutnya, saksi ketiga yaitu TURYONO BIN 
RASDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa 
saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan anak saksi telah 
diberangkatkan keluar negeri sebagai TKI diduga secara tidak 
resmi/ilegal oleh Terdakwa, Bahwa anak saksi telah diberangkatkan 
ke negara Abudhabi dan saksi tahu bahwa yang telah 
memberangkatkan anak saksi yaitu Terdakwa IDA ZARODAH 
Binti SOMARI, Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, adapun yang 
saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan sponsor TKI atau pencari 
orang TKW; Bahwa setahu saksi ada orang lain yang bersama-sama 
Terdakwa dalam proses memberangkatkan anak saksi keluar negeri 




alamat Losari Barat, Kab.Cirebon; Bahwa anak saksi bekerja di 
Abdudhabi sebagai pembantu rumah tangga namun saksi tidak 
mengetahui persis persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses 
pemberangkatanya tersebut. 
Selain itu, Penuntut umum telah medatangkan Saksi Ahli 
dalam persidangan, yaitu Rodli S.P.d. MM, selaku Saksi Ahli yang 
bekerja di BP3TKI Semarang dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut :  
Menurut Ahli bahwa proses penempatan Wakiah binti 
Turyono tergolong unprosedural, karena: 
1) Penempatan yang bersangkutan dilakukan oleh perseorangan, 
hal mana merupakan pelanggaran terhadap pasal 69 UU 
No.18/2017 “orang perseorangan dilarang melaksanakan 
penempatan PMI” dengan ancaman pidana sebagaimana pasal 
81 UU No.18/2017 tentang PPMI yaitu pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
15.000.000.000 (15 Milyar); 
2) Penempatan yang bersangkutan melanggar pasal 72 huruf b, c 
dan d UU no.18/2017, dengan ancaman pidana sebagaimana 
pasal 86 UU no.18/2017 yaitu pidana penjara paling lama 5 





3) Berdasarkan kronologi peristiwa tersebut bahwa penempatan 
WAKIAH Binti TURYONO ke Dubai dikategorikan secara 
perorangan dan atau melibatkan beberapa orang melalui 
korporasi bukan oleh PT; 
4) Bahwa Negara Dubai adalah ibu kota Uni Emirat Arab termasuk 
negara tertutup untuk penempatan PMI pada pengguna 
perseorangan (tidak berbadan hukum); 
5) Bahwa BP2MI hanya dapat menerbitkan SIP2MI untuk P3MI 
dan tidak dapat menerbitkan untuk perseorangan. Karenanya 
penempatan saudari WAKIAH Binti TURYONO diduga tidak 
memiliki izin resmi(SIP2MI); 
6) Bahwa berdasarkan paparan kronologi maka kami 
menyimpulkan bahwa WAKIAH Binti TURYONO telah 
menjadi korban eksploitasi: 
Dari keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan 
dengan diperkuat barang bukti berupa 1  ( satu ) buah buku surat 
perjalanan / travel document; 1 ( satu) Bendel tiket pesawat terbang 
Cathay Pacific; dan 1 ( satu) Bendel surat. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan batin antara terdakwa IDA 
ZARODAH Binti SOMARI dengan perbuatannya yang berupa 
kesengajaan (dolus) yang merupakan bentuk kesalahan, sehingga 




menjalankan pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk 
dapatnya seseorang dipidana. 
c.) Tidak ada alasan Pemaaf 
Syarat ketiga dari pertanggungjawaban pidana adalah 
tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana 
terdakwa. Didalam persidangan tidak ditemukan satupun unsur dari 
alasan pemaaf terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. 
Alasan pemaaf otomatis menjadi tidak ada ketika seorang terdakwa 
terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan 
terdapat suatu kesalahan dalam perbuatannya yang berupa 
kesengajaan (dolus) ataupun kealpaan (culpa). IDA ZARODAH 
Binti SOMARI melakukan bentuk kesalahan berupa kesengajaan 
(dolus) yang dilakukan Bersama-sama saudara MUHTADI 
(DPO/Berkas Terpisah) dalam melakukan perbuatan tindak pidana 
dengan merekrut saksi WAKIAH Binti TURYONO untuk dijadikan 
sebagai pembantu rumah tangga dan dikirmkan ke negara tertentu 
yang dinyatakan tertutup oleh pemerintah karena adanya 
moratorium. dengan demikian menjadikan tidak adanya alasan 
pemaaf bagi pelaku. 
Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas pertimbangan 
Majelis Hakim mengenai unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut 
Umum. Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa semua unsur 




Pertimbangan Hakim juga telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah 
menurut KUHAP, dimana alat bukti yang dapat dihadirkan didalam 
persidangan, yang berupa:  
1) Keterangan saksi yang berjumlah 3 orang dan telah disumpah;   
2) Keterangan saksi ahli yang berjumlah 1 orang yang telah disumpah;   
3) Keterangan Terdakwa; 
4) Petunjuk yang didapat oleh Hakim sepanjang berjalannya 
persidangan. 
Berdasarkan hal tersebut maka telah memenuhi syarat batas 
minimal alat bukti menurut Pasal 183 KUHAP. maka pelaku tindak 
pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan Calon Pekerja 
Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup, yang 
dalam hal ini adalah IDA ZARODAH Binti SOMARI dapat dimintakan 
pertanggungjawaban atas perbuatannya 
Berdasarkan uraian Pertimbangan Majelis Hakim dan telah 
terpenuhinya ketiga syarat pertanggungjawaban pidana terhadap 
terdakwa, Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memutus perkara ini, yaitu 
dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda 
sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 




 Dengan adanya hukuman tersebut Kepada TERDAKWA IDA 
ZARODAH Binti SOMARI yang telah melakukan perbuatan turut serta 
menempatkan saksi/korban WAKIAH Binti TURYONO ke negara 
tertentu yang dinyatakan tertutup oleh pemerintah Republik Indonesia, 
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Hukum Pidana di 
Indonesia. Dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan 
memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah jelaskan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ketentuan pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri 
diatur secara khusus (lex specialis) dalam Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun 
Ketentuan Pidana dalam Undang-undang tersebut terdapat pada BAB IX 
dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86.  
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang merujuk pada putusan 
Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. Perbuatan 
terdakwa secara sah dan menyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pada 
dakwaan kesatu dan tiga syarat pertanggungjawaban pidana yang 
meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan 
tidak adanya alasan pemaaf, maka perbuatan terdakwa dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya. Oleh karenanya majelis Hakim menjatuhkan  
hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah 
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 





Adapun saran dari penulis terkait dengan permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu diantaranya: 
1. Saran Kepada Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 
Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus pandai memilih 
penyalur resmi pekerja migran Indonesia yang sudah bekerjasama dengan 
pemerintah Indonesia, jangan mudah terbujuk oleh para calo atau cukong 
perekrut TKI illegal dengan iming-iming gaji yang besar namun tanpa 
syarat atau tahapan yang jelas. Dan pastikan sebelum berangkat ke luar 
negeri harus mengikuti pelatihan seperti pelatihan bahasa dan keahlian 
yang berhubungan dengan pekerjaan supaya tidak terjadi masalah ketika 
sudah di negara penempatan. 
2. Saran untuk Pemerintah Republik Indonesia  
Untuk menekan praktik perekrutan Pekerja Migran Indonesia illegal, 
pemerintah harus melakukan penyuluhan atau mensosialisasikan secara 
masif kepada masyarakat khususnya calon pekerja migran mengenai 
prosedur yang legal untuk bekerja di luar negeri dan modus modus apa 
saja yang dipakai para perekrut pekerja migran Indonesia. Karena pada 
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